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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1.  Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbudristek 

No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m 

secara implisit mengharuskan adanya Consent – Persetujuan dalam segala 

macam tindakannya. Consent – Persetujuan merupakan hak menyatakan 

Pikiran dan sikap sesuai Hati Nurani mereka serta terbebas dari perlakuan yang 

diskriminatif dalam hal apapun. Hal ini merupakan Hak Asasi Manusia yang 

wajib dihormati sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun (Non-Derogable Rights). 

 2.  Sebagai Negara Hukum, Dalam melaksanakan tertib hukum dan perlindungan 

hukum Pemerintah diharuskan untuk Pembentukan Produk Hukum yang 

mengikuti dinamika masyarakat agar terciptanya kepastian Hukum. 

Dilingkungan Perguruan Tinggi, Untuk menjamin adanya Kepastian Hukum 

dan mengisi Kekosongan Hukum mengenai perlindungan Kekerasan Seksual, 

Menteri Pendidikan dam Kebudayaan, Nadiem Makariem membentuk 

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Hal 

ini dilakukan untuk memberi Kepastian hukum mengenai Kekerasan Seksual 
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yang sebelumnya masih Rancu dimasyarakat. Permendikbudristek No. 30 

Tahun 2021 hadir di tengah-tengah kekosongan hukum saat ini di tengah 

meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan 

tinggi dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi menjadi terganggu. 

B. Saran 

1.  Diperlukan pengawasan yang terorganisir kepada pihak Perguruan Tinggi serta 

Objek dan Subyek hukum Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini agar 

Kaidah Hukum yang telah dibentuk didalamnya dapat di implementasikan 

secara tepat guna bagi seluruh masyarakat kampus. hal ini penting dilakukan 

mengingat Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang masih tinggi 

meskipun Peraturan ini telah diterbitkan.  

2.  Diperlukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi 

dan sebagainya untuk meminimalisir kontra terhadap Permendikbudristek No. 

30 Tahun 2021. Dengan cara ini, Peraturan Perundang-undangan yang baru 

dibentuk akan lebih cepat diketahui dan diterima oleh masyarakat umum 

khususnya masyarakat Kampus sebagai subjek - objek utama peraturan ini. Hal 

ini merupakan wujud Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip good 

governance, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntanbilitas, dan 

transparansi. 
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